BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 1C TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA

NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

. bahwa untuk mengsinkronisasi ketentuan Pnyelenggaraan

Pemerintahan Desa, agar dapat berjalan dengan efektif dan
efisien, perlu dilakukan perubahan atas pedoman
pembentukan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perubahan atas Pedoman Pembentukan
Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 19359 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S717);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015
Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 43 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 43 Tahun 2015
tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 52) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan ayat (3) huruf a dan huruf b Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)

(3)

(4)

(®)

Pasal 2

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh
Perangkat Desa.

Perangkat Desa terdiri dari :

a.

sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh
Kepala Urusan, terdiri dari:

1. urusan tata usaha dan umum;
2. urusan perencanaan; dan
3. urusan keuangan.

pelaksana teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi
terdiri dari :

1. seksi pemerintahan;
2. seksi kesejahteraan; dan
3. seksi pelayanan.

Pelaksana Kewilayahan, yaitu Dusun yang dipimpin seorang
Kepala Dusun.

Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing Kepala Urusan dan
Kepala Seksi dapat dibantu oleh seorang staf.

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa,
melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,
dan pemberdayaan kemasyarakatan desa.

(2) Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti tata  praja
Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah
pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan
upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan
penataan dan pengelolaan wilayah;

b. pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana
perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;

c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna; dan

e. pelaksanaan hubungan kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan
dan lembanga lainnya.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala
Urusan dalam bidang administrasi pemerintahan.

(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. kepala urusan tata usaha dan umum;
b. kepala urusan perencanaan; dan
c. kepala urusan keuangan.

(3) Bagi Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
memiliki bidang urusan kurang dari 3 (tiga), disesuaikan dengan
kondisi masing-masing Desa.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Kepala Urusan tata usaha dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (3) huruf a angka 1, mempunyai tugas melaksankan urusan
ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip,
dan ekspedisi, dan penataan administrasi, perangkat desa, penyediaan

prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan
umum.



5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3) huruf a angka 2 mempunyai tugas mengoordinasikan urusan
perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan
belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
melakukan monitoring dan evaluasi program, serta melakukan
penyusunan laporan.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf a angka 3 mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan
seperti urusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan
administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan
lembaga pemerintahan desa lainnya.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 21

(1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai

pelaksana tugas operasional yang terdiri dari :
a. seksi pemerintahan;

b. seksi kesejahteraan; dan

c. seksi pelayanan.

(2) Bagi Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
memiliki unsur kurang dari 3 (tiga), disesuaikan dengan kondisi Desa

masing-masing.

(3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf

a, mempunyai tugas melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan,
menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan,

pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta

pendataan dan pengelolaan profil desa.



9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf
b, mempunyai tugas melaksanakan pembangunan sarana prasarana
perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas
sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang
taruna.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c
mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap
pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya
partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas :

a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang
berkaitan dengan bidang tugasnya,;

membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah dusun;

c. melaksanakan  kegiatan dan = administrasi  pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina
ketentraman dan ketertiban di wilayah dusun;

d. menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di desa dan di wilayah dusun;

e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;

f. melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala
Desa;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa
mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang
tugasnya; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

(2) Kepala Dusun memiliki fungsi :

a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan
dan pengelolaan wilayah;
pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga
lingkungannya; dan

d. pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam

menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.



12. Diantara ketentuan BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB dan 1(satu)
Pasal yakni BAB III.A dan Pasal 27A, sehingga Bab IV berbunyi sebagai
berikut:

BAB III.A

JENIS DESA
Pasal 27.A

(1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat
perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Desa Swakarya dan Desa
Swadaya.

(2) Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(3) Desa swakarya dapat memiiki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(4) Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

(5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI BANGKA,
Cap/dto

TARMIZI SAAT
Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto
FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto
TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH

PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004



